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PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIR],

: bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi
Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2009, perlu
ditetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun
Anggaran 2009 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran
2009.

1.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964, tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dgn
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor ....,
Tambahan Lembaran Negara Nomor .....);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4438); '

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuvangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502); '

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahar
Lembaran Negara Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);

. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4577);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4593); ‘

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2008 (Lembaran
Daerah Kabupaten Dairi Nomor 01);

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 125);

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah
Kabupaten Dairi Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 126);

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kabupaten dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Daii
Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 127);

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 0s,
Tambahan Lembaran Daerab Nomor 128);

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2008 tentaﬂg Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi
Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 129);

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah -
Kabupaten Dairi Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah  Nomor 130 );

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 09 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2008

(Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 131);

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) Tirta Nciho Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 132);

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Sumut (Lembaran

Daerah Kabupaten Dairi Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor
133);
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37. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2009 (Lembaran
Daerah Kabupaten Dairi Nomor 01);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 17 Tahun 2009 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2009
(Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 12);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor ... Tahun 2010 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi
Nomor ...... ) :

40. Peraturan Bupati Dairi Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2009
(Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 01);

41. Peraturan Bupati Dairi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran
2009 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-

JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2009.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

10.
11.

12.

Daerah adalah Kabupaten Dairi;
Bupati adalah Bupati Dairi;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah
Daerah;

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
adalah Penjabaran Laporan Keuangan tahunan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD yang
dibahas bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah;

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar ke kas daerah;

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan
bersih;

Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan
bersih;

Surplus Anggaran adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah;

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang

akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya;

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan
pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
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Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau
menerima manfaat yang bemilai uvang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk
membayar kembali;

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak
Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau
akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atan akibat lainnya yang sah;

Utang -Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban
Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau
akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah;

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran adalah penjabaran penyajian informasi realisasi pendapatan,
belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing d1perband1ngkan dengan
anggarannya dalam satu periode;
BABII
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2009 terdiri atas :

1.

(¥

Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 14.244.491.475,56
b. Dana Perimbangan Rp. 412.802.266.328,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. 27.450.975.036.00 + , :
Jumlah Pendapatan Rp. 454.497.732.839,56
Belanja
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 241.723.547.567,00
2) Belanja Bunga Rp. 461.711.300,01
3) Belanja Subsidi Rp. 852.000.000,00
~ 4) Belanja Hibah Rp.  6.823.858.650,00
5) Belanja Bantuan sosial Rp.  2.218.171.698,00
6) Belanja Bagi Hasil Rp. 0,00
7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 14.000.384.000,00
8) Belanja Tidak Terduga Rp. 1.431.651.000,00 +

Rp. 267.511.324.215,01

b. Belanja Langsung

1) BelanJ:a Pegawai Rp.  23.238.746.091,00
2) Belanj.a Barang dan Jasa Rp.  72.351.683.420,00
3) Belanja Modal Rp. _92.800.496.726,25 +
. Rp. 188.390.926.237,25
Jumlah Belanjz} Rp. 455.902.250.452.26
Surplus/(Defisit) Rp. (1.404.517.612,70)
Pembiayaan _
a. Penerimaan Rp.  49.830.018.592,67
b. Pengeluaran Rp. 4.467.521.105.88 -
Jumlah Pembiayaan : Rp. _ 45.362.497.486.79 .

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 43.957.979.874,09
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Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Bupati.

g Pasal 4

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 5

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II
Peraturan Bupati inj.

Pasal 6
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah.

B - Ditetapkan di Sidikalang
T pada tanggal 30 Geptember 2010

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 3o September 2010

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2010 NOMOR (%



